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Abstrak 
 KPK lahir sebagai lembaga bantu yang bertugas 
untuk membantu lembaga penegak hokum dalam memberantas 
korupsi. Apatahlagi Indonesia saat ini memiliki darurat perang 
terhadap korupsi Dalam kasus Indonesia, korupsi sudah pada 
tingkatan sistemik. Korupsi tidak hanya pada tingkatan petty 
corruption, tapi sudah pada level grand dan state capture. 
Korupsi dilakukan bareng-bareng mulai semua pejabat di puncak 
struktur sampai pegawai terendah di semua jajaran lembaga 
negara ( eksekutif, legislatif dan yudikatif). Karena itu , 
pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara 
struktural dan individual, secara kelembagaan dan lingkungan. 
Dan karena korupsi sudah seperti kanker yang menyebar dan 
menjerat seluruh organ masyarakat, maka pemberantasan 
korupsi harus dimulai dengan reformasi sosial dan mental 
seluruh komponen masyarakat. Untuk itu dibutuhkan pemimpin-
pemimpin yang punya tekad kuat dan sungguh-sungguh. Jadi 
pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti sebagai “lip 
service” ataupun sebagai “komoditas politik” menjelang pemilu 
saja, tapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan politik yang 
hendak diwujudnyatakan. Untuk tingkatan korupsi di Indonesia, 
strategi penanggulangan yang efektif adalah determined-
institutional strategy atau penegakan hukum yang tegas dengan 
menjatuhkan sangsi hukum yang berat pada semua pelaku 
korupsi. 
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A. Latar belakang Masalah 
Korupsi adalah tingkah laku para pejabat negara yang 
menyimpang dari norma-norma umum pelayanan masyarakat. 
Bagaimanapun, korupsi tentu berlangsung di semua jenis 
masyarakat, namun lebih jamak dan intens berlangsungnya di 
dalam sekelompok masyarakat dibanding yang lain, dan lebih 
serius pada saat awal modernisasi ketimbang sesudahnya. 
Korupsi, tentunya, adalah salah satu ukuran mengenai pudarnya 
efektivitas pelembagaan politik, yaitu lembaga legislatif, 
eksekutif, partai politik, dan birokrasi.  
Mengapa modernisasi melahirkan korupsi? Menurut 
Samuel P. Huntington
1
, ada tiga faktor yang mengitarinya yaitu: 
Pertama, modernisasi melibatkan perubahan dasar dalam nilai-
nilai masyarakat. Korupsi di negara berkembang, dengan 
demikian, sebagian tidak merupakan akibat utama penyimpangan 
tingkah laku dari norma umum yang lazim diterima, melainkan 
ekses penyempurnaan norma dari tingkah laku yang sudah 
mapan. Menangkal korupsi pertama-tama menuntut adanya 
pengakuan tentang pemisahan antara peranan umum dan 
kepentingan pribadi.  
Kedua, modernisasi juga menciptakan terjadinya korupsi, 
karena ia menciptakan sumber kekayaan dan kekuasaan baru, 
sementara aktivitas politik belum ditentukan batas-batasnya 
dalam tata tradisi kuno, sedang norma baru belum diterima luas 
oleh kelompok-kelompok penting dalam masyarakat. Korupsi 
dalam kerangka ini adalah ekses langsung peningkatan peran 
politik kelompok baru yang sarat dengan sumber-sumber baru, 
serta upaya kelompok itu membuat mereka efektif dalam kegiatan 
politik. Adakalanya, kekuasaan politik digunakan sebagai sarana 
untuk mengumpulkan kekayaan, sementara uang dapat juga 
dipergunakan untuk memperoleh kekuasaan politik. Namun, 
keduanya memiliki persamaan, yaitu diperjualbelikan demi 
keuntungan pribadi.  
                                                 
1
 Lihat Samuel P. Huntington, Tertib Politik Di Tengah Pergeseran 
Kepentingan Massa, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 69-76 
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Ketiga, modernisasi mendorong korupsi dengan cara 
mengubah dan menghasilkan sesuatu melalui sistem politik. 
Korupsi, dengan demikian, kurang begitu meluas di tengah-
tengah masyarakat feodalistik dibanding masyarakat birokratis 
yang sentralistik. Korupsi politik adalah merupakan unit 
pemerintahan dengan intensitas dan kuantitas korupsi politik 
paling merajalela di keempat kawasan negara antara lain; 
Amerika, Kanada, Jepang dan Cina. 
Praktek korupsi, di beberapa negara termasuk Indonesia, 
merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang 
melibatkan para politisi sebagai pejabat negara, pengambil 
keputusan atau pembuat keputusan baik di tingkat eksekutif dan 
legislatif maupun dengan para pengusaha. Praktek korupsi, di 
satu sisi, tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan atau power yang 
melekat pada diri penguasa sebagai politisi, tetapi di sisi lain, 
praktek korupsi juga berhubungan langsung dengan para pemilik 
modal yaitu para pengusaha.  
Tentu, dalam hal ini, kekuasaan merupakan bentuk 
kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk 
mempengaruhi tingkah-laku orang lain atau kelompok lain sesuai 
dengan kepentingan dan tujuan tertentu dari orang yang  berkuasa 
atau memiliki kekuasaan
2
. Kekuasaan tawar-menawar atau bagi-
bagi kekuasaan dengan cara saling mempengaruhi antar 
kelompok kepentingan dengan pemegang kekuasaan akan 
menentukan dampak keseluruhan korupsi terhadap masyarakat 
dan pembagian keuntungan antara penyogok dan yang disogok
3
. 
Relasi kekuasaan dan korupsi, pada awalnya, bersumber dari 
sistem pemerintahan monarki absolut tradisional yang 
berlandaskan pada akar budaya feodal. 
                                                 
2
 Lihat Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: 
Gramedia Pustaka, cet. 25, 2003, hlm. 35. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, 
Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 14 
3
 Lihat Susan Rose-Ackerman, Korupsi Dan Pemerintahan: Sebab,  
Akibat dan Reformasi,  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,  2010,  hlm. 157 
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Oleh karena, kekuasaan yang monopolistik cenderung 
disalahgunakan oleh para penguasa atau pejabat negara baik 
eksekutif maupun legislatif, karena ditunjang oleh diskresi atau 
keleluasaan dalam menggunakan kekuasaannya, di samping 
lemahnya pertanggungjawaban kepada publik atau 
accountability. Dengan kekuasaan tersebut, banyak pejabat 
terdorong untuk melakukan tindakan koruptif. Sebagaimana telah 
dipertegas oleh Lord Acton
4
 bahwa Power tends to corrupt, and 
absolut power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung untuk 
korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut). 
Salah satu tuntutan reformasi adalah reformasi dibidang 
hukum. Manifestasi dari bidang tersebut yaitu terwujudnya 
Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3 yang 
berbunyi, sebagai berikut: 
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara 
yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 





Dalam hal ini, KPK merupakan satu-satunya lembaga 
penegakan hukum yang dapat berfungsi secara optimal, intensif, 
efektif, profesional, dan berkesinambungan dalam pemberantasan 
tindak pidana korupsi bagi para koruptor khususnya di Indonesia. 
Sebagaimana telah diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) melalui suatu konvensi yang disebut The UN Convention 
Against Corruption tahun 2003, dimana Indonesia menjadi 
negara ke-48 yang meratifikasi konvensi ini pada Maret tahun 
2006.  
 Dalam konvensi tersebut, diatur berbagai tipe, syarat, 
fungsi dan tujuan pembentukan institusi khusus pemberantasan 
                                                 
4
 Lihat Wijayanto (ed), Korupsi Mengorupsi Indonesia, Jakarta: 
Gramedia Pustakan Utama, 2009, hlm. 1 
5
 Lihat R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 2009, hal. 279 
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korupsi. Menurut PBB, upaya pemberantasan korupsi di suatu 
negara mensyaratkan adanya 2 (dua) tipe kelembagaan: pertama, 
lembaga atau lembaga-lembaga dalam bidang pencegahan dan 
kedua, lembaga-lembaga atau orang-orang yang dikhususkan 
untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum.  
 Di Indonesia, KPK secara institusional bisa 
dikelompokkan ke dalam model lembaga pemerantasan korupsi 
dengan multipurpose. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
disebutkan lima tugas pokok KPK, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 UU tersebut. UU ini juga merinci 
kewenangan yang terkait dengan tiap-tiap tugas pokok KPK 
diantaranya: pertama, tugas koordinasi, dengan kewenangan 
melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutuan 
kourpsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan 
pemberantasan korupsi; meminta informasi tentang kegiatan 
pemberantasan korupsi kepda instansi terkait; serta meminta 
laporan instansi terkait mengenai pencegahan korupsi. Kedua, 
tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dengan 
kewenangan menyadap, merekam pembicaraan; memerintahkan 
instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar 
negeri; meminta keterangan bank/lembaga keuangan lainnya 
tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa; dan 
memerintahkan bank/lembaga keuangan lainnya untuk 
memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, 
terdakwa, atau pihak lain yang terkait; memerintahkan 




Merujuk pada luasnya kewenangan yang dimiliki KPK, 
bisa dilihat bahwa KPK dianggap sebagai lembaga “superbody”. 
Dengan kewenangan yang luas, tentu penyalahgunaan 
kewenangan semakin terbuka lebar dalam pemberantasan 
korupsi. Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai 
                                                 
6
 Wijayanto (ed), Korupsi Mengorupsi Indonesia, Jakarta: Gramedia 
Pustakan Utama, 2009, hal. 667 
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lembaga yang independen tentu tidak memiliki orientasi politik 
untuk menyelesaikan kasus-kasu korupsi di Indonesia. 
Dalam konteks ini, KPK bisa dikategorikan sebagai 
Lembaga Hukum dan Politik. Karena, sesuai dengan tugas dan 
wewenangnya, KPK menjalankan tugas tersebut atas dasar 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disisi lain, KPK 
merupakan produk politik dimana pimpinan KPK dipilih oleh 
Komisi III  DPR yang notabane sebagai lembaga politik. 
Sementara, atmosphere politik di lembaga legislatif yang terdiri 
dari anggota partai politik (Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PPP, 
PKB, PAN, Hanura, dan Gerindera) sangat mempengaruhi 
terhadap keputusan politik masing-masing anggota Komisi III 
DPR RI dalam pemilihan pimpinan KPK. Sehingga dalam proses 
pemilihannya pun akan ada konsesi politik atau kepentingan 
politik legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan calon pimpinan 
KPK yang akan dipilih. 
Dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Proses Pencalonan dan Pemilihan Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi disebutkan, sebagai berikut:  
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri 
atas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) 
orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik 




Pasal ini secara eksplisit menjelaskan bahwa peran DPR 
dan Presiden masing-masing sebagai lembaga legislatif dan 
eksekutif terdapat power interplay dalam hal pemilihan pimpinan 
KPK. Komisi III DPR yang masing-masing berasal dari partai 
yang berbeda-beda, akan benar-benar kelihatan ketika 
menentukan diantara lima pimpinan KPK yang akan dipilih. 
Lebih-lebih, misalnya, diantara yang lima dari pimpinan KPK 
                                                 
7
 Lihat Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 290  
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lebih diunggulkan oleh salah satu partai politik tertentu. 
Demikian pula, Presiden dalam mengusulkan nama-nama calon 
pimpinan KPK pun tidak melulu atas pertimbangan kompetensi, 
profesionalitas, integritas, atau pun keberanian dari seorang calon 
pimpinan, melainkan ada pertimbangan lain yaitu pertimbangan 
politik. Maka, interaksi politik antara legislatif dan eksekutif akan 
berpengaruh terhadap keberadaan lembaga KPK dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Melihat posisi KPK dan hubungannya dengan legislatif 
maupun eksekutif, dimungkinkan terciptanya bargaining politik 
demi orientasi politik tertentu antara Presiden atau DPR dengan 
lembaga KPK. Adanya wewenang yang dimiliki anggota DPR 
dalam menentukan calon pimpinan KPK rentan atas intervensi 
atau kooptasi politik dari anggota DPR, mengingat akhir-akhir ini 
banyak politisi DPR yang terlibat kasus-kasus korupsi baik di 
parelemen sendiri maupun di beberapa kementerian. Kondisi 
politik seperti ini, akan memunculkan persoalan baru di tubuh 
KPK, misalnya, terhambatnya agenda pemberantasan korupsi, 
kriminalisasi terhadap anggota pimpinan KPK, pemberhentian 
secara tidak hormat terhadap pimpinan KPK atas kepentingan elit 
penguasa baik dari parelemen maupun eksekutif atau adanya 
pergantian kepemimpinan baru di tubuh KPK sendiri.   
Di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – 2004-
2014, kasus korupsi begitu sangat menggurita di hampir semua 
institusi tak terkecuali di lingkungan istana sendiri. Meskipun, 
tidak menafikan atas keberhasilan KPK, selama kepemimpinan 
Presiden SBY banyak para koruptor yang tertangkap atas kerja 
keras KPK dan iktikad baik dari seorang presiden. Salah satu 
contoh adalah tertangkapnya Nazaruddin dalam kasus-kasup 
korupsi Wisma Atlet maupun Hambalang yang melibatkan 
lingkaran kekuasaan dari partai penguasa. Melihat kasus korupsi 
yang terkait dengan kekuasaan, KPK dituntut untuk melakukan 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan agar tidak terjadi 
diskriminasi atau tebang pilih terhadap kasus-kasus korupsi 
politik di Indonesia.  Sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c juncto 
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Pasal 11 tersebut, sudah seharusnya KPK melakukan 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus 
korupsi politik. Adalah ujian bagi lembaga KPK untuk bebas dari 
pengaruh politik manapun termasuk legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif dalam menyelesaikan pemberantasan kejahatan korupsi 
politik di Indonesia. 
 
B. Pokok Permasalahan 
Ada beberapa persoalan yang mengemuka tentang  KPK 
dan Kekuasaan: Pengaruh Politik Lembaga Legislatif terhadap 
Pemilihan Pimpinan KPK di Indonesia, diantaranya sebagai 
berikut: 
Pertama, lemahnya pelaksanaan fungsi pencegahan 
korupsi politik oleh KPK terhadap struktur kekuasaan negara 
yaitu lembaga eksekutif.  
Dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi adalah: 
Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan 





Di sisi lain, antara korupsi dan kekuasaan tidak serta 
merta ada dengan sendirinya, melainkan keduanya memiliki 
hubungan dan cenderung mempengaruhi antara keduanya atau 
mutually influence. Sebagaimana dalam ungkapan Lord Acton
9
: 
Power tends to corrupt, and absolut power corrupts 
absolutely (kekuasaan cenderung untuk korupsi dan 
kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut). 
 
                                                 
8
 Lihat Ermansjah Djaja, Op. Cit., , hal. 254 
9
 Ibid, hal. 1 
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Kedua, dinamika kepemimpinan politik nasional dalam 
sistem presidensial sangat mempengaruhi terhadap dinamika 
pemberantasan korupsi politik di KPK. Dalam sistem 
presidensial, posisi politik seorang presiden memegang 
kekuasaan tertinggi pemerintahan eksekutif dan tidak ada institusi 
lebih tinggi diatas presiden. Besar kemungkinan, presiden akan 
mengusulkan nama-nama untuk calon pimpinan KPK yang sesuai 
dengan interest politik – kolega internal partai politik maupun 
kolega dari luar partai politik. 
Ketiga, mekanisme pemilihan pimpinan KPK oleh Komisi 
III DPR RI rentan akan power interplay yang notabene adalah 
perwakilan partai-partai politik untuk menentukan proses 
rekrutmen di tubuh KPK sendiri. Mekanisme ini, menimbulkan 
kerawanan politik bagi kepemimpinan KPK.  
Keempat, mayoritas penyidik yang berasal dari Polri dan 
Kejaksaan – pegawai negeri sipil – masih tidak bisa independen 
sesuai dengan keinginan pimpinan KPK. Karena, sistem birokrasi 
yang ada saat ini masih menjalankan sistem birokrasi patrimonial 
atau patron-client. Pola-pola seperti ini hampir dijumpai di 
banyak instansi termasuk di KPK sendiri. 
 
C. Masalah Penelitian 
 Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka dapat 
disederhanakan rumusan masalahnya, diantaranya adalah: 
1. Bagaimana pengaruh politik eksekutif-legislatif terhadap 
pemilihan pimpinan KPK 2011-2015 di Indonesia? 
2. Bagaimana pola power interplay antar lembaga legislatif 
dan eksekutif terhadap pemilihan pimpinan KPK 2011-
2015 di Indonesia? 
 
D. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian meliputi: 
1. menjelaskan pengaruh politik eksekutif-legislatif terhadap 
pemilihan pimpinan KPK 2011-2015 di Indonesia. 
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2. menjelaskan power interplay dan proses politik antar 
lembaga legislatif dan eksekutif terhadap pemilihan 
pimpinan KPK 2011-2015 di Indonesia. 
 
E. Manfaat Penelitian 
 Manfaat penelitian ini berdampak pada dua aspek; yaitu 
aspek teoritis dan aspek empiris. Pertama, aspek teoritis dari 
penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran 
terutama konsep, teori, dan metode dalam studi politik khususnya 
politik kekuasaan dan merumuskan pola pengaruh dan hubungan 
kekuasaan dengan lembaga-lembaga independen di Indonesia 
terutama KPK dalam pemberantasan korupsi politik di Indonesia.  
 Kedua, aspek empiris adalah untuk memberikan 
pengetahuan baru atau bahan referensi bagi legislatif dan 
eksekutif dalam mengambil kebijakan politik terkait dengan 
pemberantasan korupsi politik di KPK.  
 
F. Tinjauan Pustaka 
 Penelitian ini dapat dikategorisasikan sebagai suatu 
disiplin kajian ilmu politik dan hukum, tetapi bukan berarti an 
sich disiplin ilmu ketatanegaraan.  Di Indonesia, penelitian-
penelitian yang berdiri dari dua disiplin ilmu ini, akhir-akhir ini 
sudah mulai banyak ditemukan di beberapa perguruan tinggi baik 
yang sudah dipublikasikan atau dibukukan maupun yang masih 
belum dipublikasikan. Diantara beberapa hasil penelitian tersebut 
diantaranya: Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan 
Kepentingan dan Proses Pemikiran dalam Proses Perubahan 
UUD 1945, penelitian ini merupakan hasil disertasi yang ditulis 
oleh Valina Singka Subekti di bidang ilmu politik. Dalam 
disertasi ini, penulis mengkaji secara komprehensif tentang 
proses amandemen UUD 1945 yang terjadi dalam kurung wkatu 
1999-2002. Amandemen UUD 1945 mempunyai arti penting bagi 
perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena dua hal. Pertama, 
amandemen konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dilakukan 
di Indonesia sebelum masa reformasi. Kedua, amandemen UUD 
   29 
 
al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik 
1945 merupakan salah satu persyaratan penting bagi 
terselenggaranya demokratisasi secara lebih baik di Indonesia. 
Semua proses untuk menyusun konstitusi transisi tidak bisa 
dilepaskan dari interaksi politik dan  power interplay yang terjadi 
di PAH I BP MPR RI. lembaga legislatif. Secara khusus kajian 
ini merupakan fenomena baru disiplin bidang ilmu politik. 
 Selain diatas, terkait dengan kajian dibidang korupsi 
politik banyak hasil penelitian yang mengulas hubungan antara 
kekuasaan dengan korupsi. Dari beberapa literatur yang sudah di 
publikasikan baik dalam bentuk jurnal dan buku, kajian khusus 
tentang korupsi politik sebagai besar berkembang di beberapa 
negara-negara di Barat. Pertama, jurnal Antropologist, 11(4): 
281-292 (2009) mengenai Political Corruption in Nigeria: 
Theoritical Perspectives and Some Explanations, yang ditulis 
oleh Ilufoye Sarafa Ogundiya dari Departement of Political 
Science, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto State, Nigeria.  
Salah satu contains dari tulisan ini adalah penulis 
mengungkapkan hasil temua penelitiannya dari fakta sosial 
politik terkait dengan korupsi politik yang berkembang di 
Nigeria. Ilufoye dalam tulisan ini menjelaskan bahwa korupsi 
merupakan kutukan dalam kekuasaan, stabilitas demokrasi dan 
sosial ekonomi dan perkembangan politik di Nigeria. Ilufoye 
ingin memahami tragedi perkembangan dan tantangan demokrasi 
di Negeria dengan persoalan korupsi dan sumber daya alam 
lainnya. Hasil penelitian ini yang paling penting adalah 
berkembangnya politik korupsi yang meliputi Clientelism, 
Prebendalism dan Patrimonialism. Menurut hasil penelitian ini 
bahwa korupsi politik adalah didasarkan pada legal criteria, 
public opinion and public interest. Dari perspektif hukum, 
korupsi politik dihubungkan dengan etika atau perilaku tertentu 
yang merusak beberapa aturan yang sudah ada dalam sistem 
politik. Kedua, Political Corruption in Mexico: The Impact of 
Democratization, merupakan hasil karya Stephen D. Morris yang 
dipublikasikan oleh Lynne Rienner Publisher 2009. Hasil 
penelitian Stephen yang dilaksanakan di Mexico, telah 
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membuktikan bahwa korupsi politik yang ada di Mexico 
berdampak terhadap perkembangan demokratisasi di negara 
Mexico sendiri. Ketiga, adalah yang ditulis oleh ilmuwan di 
bidang perbandingan politik yaitu Thomas D. Lancaster & 
Gabriella R. Montinola yang masing-masing dari Emory 
University di Atlanta, Georgia dan University of California 
berjudul Comparative Political Corruptions: Issues of 
Operationalization and Measurement dalam jurnal British 
Journal of Political Science Studies in Comparative International 
Development, Fall 2001, Vol. 36, No. 3, PP.3-28. Tulisan ini 
mengulas tentang masalah-masalah operasionalisasi dan indikator 
dari praktek korupsi politik. Dengan objek kajian dari 
perbandingan politik dan analisa politik terhadap korupsi politik. 
Keempat, adalah Political Corruption: The Case in 
Georgia yang ditulis oleh Nina Dadalauri. Nina melihat terhadap 
fenomena korupsi yang hadir dalam wilayah politik Georgia. 
Kajian ini sudah sejak lama ditemukan oleh beberapa ilmuawan 
politik yang meneliti masalah-masalah korupsi politik yang 
terjadi di Amerika Latin dan Negara-negara Afrika. Dan kelima, 
tentang Political Institutions and Corruption: The Role of 
Unitarism and Parliamentarism, yang ditulis oleh John Gerring 
and Strom C. Thacker. Isi dari artikel ini salah satunya adalah 
sebab akibat dari berkembangnya hubungan antara korupsi politik 
dengan kekuasaan atau pemerintahan. John dan Strom dalam 
artikel ini menjelaskan beberapa pendekatan untuk melihat 
hubungan korupsi politik dengan pemerintahan atau kekuasaan. 
Yaitu 1) openness, transparency dan information costs, 2) 
intergovernmental competition, 3) localism, 4) party competition, 
5) decision rules, 6) collective actions problems, dan 7) public 
administration. Dari beberapa pendekatan tersebut, John 
menganalisis terhadap beberapa sebab-sebab mekanisme yang 
berlaku dalam sebuah kekuasaan atas praktek korupsi politik. 
 Dari beberapa tulisan diatas, dapat menambah sumber 
pengetahuan untuk meneliti lebih jauh pengaruh kekuasaan 
terhadap praktek korupsi politik di Indonesia. Terkait dengan 
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rencana disertasi ini, peneliti secara spesifik ingin membahas 
pengaruh politik kekuasaan legislative dan eksekutif terhadap 
KPK dalam pemberantasan korupsi politik di Indonesia pada 
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014. Penelitian 
ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena 
dalam penelitian ini akan menganalisa terhadap abouse of power 
yang dimiliki oleh lembaga legislative dan eksekutif terhadap 
tugas dan wewenang pimpinan dan pejabat KPK dalam 
pemberantasan korupsi politik di Indonesia.   
 
H. Kerangka Teori 
Untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, 
digunakan beberapa konsep dan teori tentang kekuasaan (Trias 
Politica), birokrasi, korupsi politik, budaya politik, dan struktur 
institusional khusus tentang KPK.  
Pertama, teori kekuasaan digunakan untuk melihat 
pengaruh politik dan pola power interplay antara legislatif dan 
eksekutif dengan pimpinan dan pejabat KPK dalam 
pemberantasan korupsi politik di KPK. Menurut Miriam 
Budiardjo
10
, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau 
sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya 
seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-
laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang 
yang mempunyai kekuasaan. Trias politica adalah anggapan 
bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: 
pertama, kekuasaan legislatif; kedua, kekuasaan eksekutif; dan 
ketiga, kekuasaan yudikatif. Teori ini pertama kali dikemukakan 
oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) dan 
pada taraf itu ditafsirkan sebagai separation of powers
11
. 
 Kedua, teori birokrasi dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pola-pola dan model birokrasi yang berkembang di 
KPK. Banyak beberapa ilmuwan yang mengulas tentang teori 
                                                 
10
 Lihat Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: 
Gramedia Pustaka, cet. 25, 2003, hal. 35 
11
 Ibid, hal. 151 
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birokrasi yaitu teori birokrasi Max Weber, Karl D. Jackson, Bert 
F. Hoselitz, dll.    
 Teori birokrasi dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pola-pola dan model birokrasi yang berkembang di 
KPK. Banyak beberapa ilmuwan yang mengulas tentang teori 
birokrasi yaitu teori birokrasi Max Weber, Karl D. Jackson, Bert 
F. Hoselitz, dll.    
 Istilah “birokrasi” (bureaucracy) itu sendiri diyakini 
pertama kali dicetuskan oleh seorang fisiokrat dan pemikir 
ekonomi politik Vincent de Gournay pada tahun 1745
12
. Honore 
de Balzac misalnya menyebut Birokrasi sebagai sebuah kekuatan 
besar yang dikendalikan oleh kurcaci-kurcaci kerdil. Frederic Le 
Play memandangnya sebagai sebuah bentuk administrasi yang 
dirundung oleh penyakit, karena para pejabat tidak 
bertanggungjawab pada siapapun dan para warga dipaksa tunduk 
pada kemauan mereka seperti anak kecil
13
.  
 Dalam tulisannya Martin Albrow
14
, Gaetano Mosca dan 
Robert Michels membagi semua pemerintahan menjadi dua tipe, 
yakni tipe feodal dan tipe birokratis. Di negara feodal, kelas yang 
berkuasa atau yang memerintah memiliki struktur yang 
sederhana. Setiap anggotanya dapat menjalankan fungsi-fungsi 
ekonomi, perundang-undangan, administrasi, atau militer. 
Masing-masing anggota dapat menjalankan wewenang secara 
langsung dan memiliki wewenang personal terhadap anggota 
kelas yang dikuasainya. Sedangkan di negara birokratis, fungsi-
fungsi ini, satu dan lainnya, dipisahkan secara tajam dan menjadi 
kegiatan-kegiatan eksklusif dari bagian-bagian khusus dari kelas 
yang berkuasa. Dan Michels mengemukakan bahwa birokrasi 
adalah kebutuhan bagi negara modern. Di dalam birokrasi, kelas-
kelas yang secara politik dominan akan menjaga kedudukan 
                                                 
12
 Lihat Eva Etzioni-Halevy, Demokrasi dan Birokrasi: Sebuah 
Dilema Politik, Yogyakarta: Total Media dan Mata Pena Institute,2011, hal. 13 
13
 Ibid, hal. 13 
14
 Lihat Matin Albrow, Birokrasi, Yogyakarta: Penerbit Tiara 
Wacana, 2005, cet. 3, hal. 29 
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mereka, sedangkan kelas-kelas menengah yang tidak terjamin 
akan mencari jaminan dalam pekerjaan.  
 Dalam hal ini, Weber mengidentifikasi adanya tiga jenis 
keyakinan semacam itu. Pertama, otoritas kharismatik, suatu 
kepatuhan yang dibenarkan karena orang yang memberikan 
tatanan memiliki beberapa kesucian atau semua karakteristik 
yang dikenal. Kedua, otoritas tradisional, yakni bahwa semua 
perintah mungkin dipatuhi karena adanya rasa hormat terhadap 
pola-pola tatanan lama yang telah mapan. Ketiga, otoritas legal, 
yakni manusia mungkin percaya bahwa seseorang yang 
memberikan tatanan adalah berbuat sesuai dengan tugas-tugasnya 
sebagaimana yang di dalam suatu kitab undang-undang dan 
peraturan. Kategori ketiga ini berciri rasional, dan merupakan tipe 
otoritas yag menandai organisasi modern
15
.  
 Weber, lebih lanjut mengidentifikasinya terhadap 
birokrasi patrimonial, jenis birokrasi lain yang terpisah dari tipe 
yang paling rasional. Birokrasi tipe patrimonial berbeda dengan 
birokrasi tipe rasional, terutama karena para pejabat yang bekerja 
di dalam birokrasi patrimonial tidak sebebas orang-orang yang 
diangkat secara kontraktual. Gagasan birokrasi patrimonial 
terletak pada keberadaaan suatu badan. Konsep tentang pejabat 
(Beamter) merupakan dasar bagi konsep tentang birokrasi. Selain 
itu, Weber memandang birokrasi rasional sebagai unsur pokok 
dalam proses rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih 
penting dari seluruh proses sosial. Proses rasionalisasi ini 
mencakup ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalam 
prinsip-prinsip memimpin organisasi sosial
16
.  
 Politik birokrasi yang berasal dari dua kata politik dan 
birokrasi menjadi model teoritik dalam birokrasi di Indonesia. 
Model politik birokrasi diperkenalkan pertama oleh Karl D. 
Jackson yang disebut dengan model bureaucratic polity. Sistem 
politik birokrasi adalah bentuk sistem politik di mana kekuasaan 
dan partisipasi politik dalam pembuatan keputusan terbatas 
                                                 
15
 Ibid, hal. 39 
16
 Ibid, hal. 40 
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sepenuhnya pada para penguasa negara, terutama para perwira 
militer dan pejabat tinggi birokrasi. Model politik birokrasi 
menurut Harold Crouch
17
 mempunyai tiga ciri utama. Pertama, 
lembaga politik didominasi oleh birokrasi; kedua, lembaga-
lembaga politik lainnya seperti parlemen, parpol, dan kelompok-
kelompok kepentingan (interest groups) berada dalam keadaan 
lemah sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol 
kekuasaan birokrasi; ketiga, massa di luar birokrasi secara politik, 
adalah pasif yang disebabkan oleh terlalu lemahnya partai politik, 
sesuatu yang secara timbal balik justru semakin menguatkan 
birokrasi.  
 Menurut Jackson suasana politik dalam politik birokratis 
bersifat menentukan diri dan otonom vis-à-vis lingkungan 
domestik. Di dalam politik birokratis ini politik terjelma sebagai 
persaingan lingkaran-lingkaran birokrat yang berkedudukan 
tinggi dan para perwira militer dalam menggabungkan sasaran-
sasaran organisasi yang bukan bertujuan pelayanan. Pilihan kaum 
elit, terutama Presiden, menurut Jackson sangat menentukan 
apakah perubahan sosial ekonomi yang berkesinambungan itu 
menuju kepada: 
(a) Pengembangan sistem politik demokratis yang kompetitif 
berdasar parpol massa dan partisipasi warga negara. 
(b) Gerak ke arah sebuah partai tunggal, ke arah suatu rezim 
mobilisasi dengan pendasaran ideologi; atau  
(c) Kelangsungan politik birokratis18. 
Sebagaimana diketahui bersama bahwa birokrasi dan 
politik bisa dibedakan akan tetapi tidak bisa dipisahkan. 
Demokratisasi di Indonesia, telah mencerminkan disatu sisi 
birokrasi profesional dan netral dari segala aspek politicking, 
disisi lain birokrasi menjadi alat kekuasaan untuk melanggengkan 
otoritas penguasa dalam sebuah pemerintahan. Dinamika 
birokrasi dan politik di Indonesia terus berkelindan tergantung 
                                                 
17
 Lihat Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: 
Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: 
Penerbit Rineka Cipta, 2003, cet. 3, hal. 114 
18
 Ibid, hal. 115 
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pada siapa pemimpinnya. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh 
faktor partai politik tertentu dari seorang penguasa. Partai politik 
sangat berperan besar dalam mempengaruhi birokrasi di 
Indonesia, karena partai politik memiliki akses langsung terhadap 
para penguasa. Dalam kontks tertentu, politikbisa menjadi master 
dari birokrasi, dan master itu bisa berasal dari partai politik.  
Netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu system 
dimana birokrasi akan berubah dalam memberikan pelayanan 
kepada masternya (dari parpol yang memerintah), biar pun 
masternya berganti dengan master (parpol) yang lain. Masalah 
netralitas birokrasi pemerintah terhadap pengaruh dan intervensi 
partai politik nampaknya tidak bisa dianggap ringan saat ini.  
Oleh sebab itu, dari beberapa teori yang diungkapkan oleh 
teoritisi tentang birokrasi menunjukkan bahwa teori birokrasi 
memiliki keterkaitan erat dengan bidang politik. Fakta sejarah 
menunjukkan bahwa sejak demokrasi terpimpin hingga pasca 
reformasi, kedudukan birokrasi tidak bisa dilepaskan dari situasi 
politik kekuasaan. Meskipun pada hakikatnya, pembangunan 
birokrasi politik dari masing-masing sejarah memiliki 
karakteristik tertentu sesuai dengan kemamuan seorang penguasa. 
Apalagi dalam pemilihan langsung, partai politik sangat 
menentukan dan mempengaruhi terhadap birokrasi politik dalam 
suatu pemerintahan.  
Dari preskripsi tersebut, bahwa fenomena Wakil Menteri 
pada pemerintahan SBY disatu sisi menunjukkan adanya 
reformasi dibidang birokrasi tetapi disisi lain, keberadaan wakil 
menteri merupakan bagian dari modal politik seorang presiden. 
Tak heran jika diantara beberapa menteri tersebut termasuk dari 
kolega partai politik penguasa. Meskipun diantara mereka tidak 
terlibat secara langsung pada partai politik tertentu tetapi mereka 
memiliki ikatan politik yang terkooptasi dalam bingkai wakil 
menteri.  
Ketiga, tindakan korupsi dapat dikelompokkan ke dalam 
tiga jenis atau tingkatan yaitu : (1) Petty corruption, (2) Grand 
corruption, dan (3) State capture corruption.  
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Pertama, Petty corruption adalah korupsi yang dilakukan 
oleh pegawai tingkat rendah atau street-level bureaucrat yang 
biasanya mencakup jumlah uang yang kecil. Contohnya, 
menyuap polisi di jalan karena tertangkap melanggar aturan lalu 
lintas atau menyuap petugas agar didahulukan dalam antri 
mendapatkan pelayanan publik tertentu. Kedua, Grand 
corruption adalah korupsi yang melibatkan pejabat politik tingkat 
tinggi dan pejabat senior birokrasi. Korupsi ini dilakukan 
biasanya untuk memperkaya diri atau untuk mempertahankan 
kekuasaan. Dan ketiga, State capture corruption adalah jenis 
korupsi yang terjadi apabila negara lemah sehingga pengusaha 
besar dan orang kuat di masyarakat dapat mempengaruhi legislasi 
dan regulasi sehingga mengakibatkan penyimpangan dalam 
kompetisi bisnis atau distorsi ekonomi.  
Menurut Yves Meny
19
 setidaknya ada empat bentuk 
korupsi yang ciri strukturalnya menonjol, yaitu: pertama, 
korupsi-jalan pintas, dalam kasus-kasus penggelapan uang 
negara, perantara ekonomi, dan politik, sektor ekonomi 
membayar keuntungan politik; kedua, korupsi-upeti yaitu bentuk 
korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis; ketiga, 
korupsi-kontrak, korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya 
mendapatkan proyek atau pasar; dan keempat, korupsi-pemerasan 
yang sangat efektif terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-
urusan gejolak intern maupun dari luar; perekrutan perwiera 
menengah Tentara Nasional Indonesia.  
Dalam penelitian James Scott
20
 menunjukkan bahwa 
masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif dimana 
kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan 
antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isu 
kebijakan, umumnya desakan kultural dan struktural untuk 
korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para 
pejabatnya. Sedangkan bentuk pelembagaan politik inklusif 
                                                 
19
 Lihat Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Jakarta: Kompas, 
2003, hal.124 
20
 Lihat Mochtar Mas’oed, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994, hal: 57 
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dengan nilai-nilai politik yang mampu menahan atau mengontrol 
kecenderungan korupsi para pejabat birokrasinya menunjukkan 
adanya pemberian kesempatan pada rakyat untuk mempengaruhi 
proses pembuatan keputusan pemerintahnya. Ini membuat 
birokrasi harus selalu bertanggungjawab pada rakyatnya. Yang 
lain adalah upaya mengembangkan sangsi sosial dalam 
masyarakat, misalnya budaya malu. Berbeda dengan sangsi 
hukum, pengembangan sangsi sosial yang efektif akan lebih 
menghemat sumberdaya pemerintah karena tidak harus 


















Sumber : Mohtar Mas’oed (1997)
Model Korupsi James Scott
 
 
Berbeda dengan Scott, Robert Klitgaard
21
 menjelaskan 
proses terjadinya korupsi dengan formulasi M+D–A=C. Simbol 
M adalah monopoly, D adalah discretionary (kewenangan), A 
adalah accountability (pertanggungjawaban). Jadi korupsi adalah 
hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan 
kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan 
pertanggungjawaban.   
                                                 
21
 Lihat Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), Penuntun 
Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2005, hal: 67 
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Ramirez Torres mengemukakan rumus terjadinya korupsi  Rc 
> Pty X Prob.            Rc adalah Reward atau Result Corruption 
(hasil dari korupsi),  Pty adalah Penalty (hukuman), dan 
Prob  adalah Probability of being detected/caught (kemungkinan 
tertangkap). Jadi  aparat pemerintah tergiur untuk melakukan 
korupsi, jika jumlah uang yang didapat dari korupsi lebih besar 
dari hukuman/sanksi yang diperoleh dan peluang dirinya 
ditangkap akibat perbuatannya (Pty).  
 Dengan memakai pisau analisis teori dari Scott, Klitgaard 
dan Torres dapat disimpulkan bahwa  korupsi di Indonesia terjadi 
karena faktor individual,  kultural  dan structural yang didukung 
dengan pelembagaan politik yang eksklusif yang ditandai dengan 
monopoli kepemerintahan di lapisan elite pemerintahan tanpa ada 
pertanggungjawaban publik dan masyarakat sipil yang berdaya 
serta sangsi hukum yang tegas bagi koruptor.   
Selain beberapa teori diatas, teori budaya politik menjadi 
bagian dari penelitian ini. Budaya politik merupakan sistem nilai 
dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, 
setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti 
antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di 
Indonesia, menurut Benedict R. O'G Anderson, kebudayaan 
Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite 
dengan kelompok massa. 
Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai 
suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem 
politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan 
warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, 
bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan 
politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka 
menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan 
diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan 
berdasarkan orientasi yang mereka miliki.  
Istilah “birokrasi” (bureaucracy) itu sendiri diyakini pertama kali 
dicetuskan oleh seorang fisiokrat dan pemikir ekonomi politik 
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Vincent de Gournay pada tahun 1745
22
. Honore de Balzac 
misalnya menyebut Birokrasi sebagai sebuah kekuatan besar 
yang dikendalikan oleh kurcaci-kurcaci kerdil. Frederic Le Play 
memandangnya sebagai sebuah bentuk administrasi yang 
dirundung oleh penyakit, karena para pejabat tidak 
bertanggungjawab pada siapapun dan para warga dipaksa tunduk 
pada kemauan mereka seperti anak kecil
23
.  
 Dalam tulisannya Martin Albrow
24
, Gaetano Mosca dan 
Robert Michels membagi semua pemerintahan menjadi dua tipe, 
yakni tipe feodal dan tipe birokratis. Di negara feodal, kelas yang 
berkuasa atau yang memerintah memiliki struktur yang 
sederhana. Setiap anggotanya dapat menjalankan fungsi-fungsi 
ekonomi, perundang-undangan, administrasi, atau militer. 
Masing-masing anggota dapat menjalankan wewenang secara 
langsung dan memiliki wewenang personal terhadap anggota 
kelas yang dikuasainya. Sedangkan di negara birokratis, fungsi-
fungsi ini, satu dan lainnya, dipisahkan secara tajam dan menjadi 
kegiatan-kegiatan eksklusif dari bagian-bagian khusus dari kelas 
yang berkuasa. Dan Michels mengemukakan bahwa birokrasi 
adalah kebutuhan bagi negara modern. Di dalam birokrasi, kelas-
kelas yang secara politik dominan akan menjaga kedudukan 
mereka, sedangkan kelas-kelas menengah yang tidak terjamin 
akan mencari jaminan dalam pekerjaan.  
 Dalam hal ini, Weber mengidentifikasi adanya tiga jenis 
keyakinan semacam itu. Pertama, otoritas kharismatik, suatu 
kepatuhan yang dibenarkan karena orang yang memberikan 
tatanan memiliki beberapa kesucian atau semua karakteristik 
yang dikenal. Kedua, otoritas tradisional, yakni bahwa semua 
perintah mungkin dipatuhi karena adanya rasa hormat terhadap 
pola-pola tatanan lama yang telah mapan. Ketiga, otoritas legal, 
yakni manusia mungkin percaya bahwa seseorang yang 
                                                 
22
 Lihat Eva Etzioni-Halevy, Demokrasi dan Birokrasi: Sebuah 
Dilema Politik, Yogyakarta: Total Media dan Mata Pena Institute,2011, hal. 13 
23
 Ibid, hal. 13 
24
 Lihat Matin Albrow, Birokrasi, Yogyakarta: Penerbit Tiara 
Wacana, 2005, cet. 3, hal. 29 
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memberikan tatanan adalah berbuat sesuai dengan tugas-tugasnya 
sebagaimana yang di dalam suatu kitab undang-undang dan 
peraturan. Kategori ketiga ini berciri rasional, dan merupakan tipe 
otoritas yag menandai organisasi modern
25
.  
 Weber, lebih lanjut mengidentifikasinya terhadap 
birokrasi patrimonial, jenis birokrasi lain yang terpisah dari tipe 
yang paling rasional. Birokrasi tipe patrimonial berbeda dengan 
birokrasi tipe rasional, terutama karena para pejabat yang bekerja 
di dalam birokrasi patrimonial tidak sebebas orang-orang yang 
diangkat secara kontraktual. Gagasan birokrasi patrimonial 
terletak pada keberadaaan suatu badan. Konsep tentang pejabat 
(Beamter) merupakan dasar bagi konsep tentang birokrasi. Selain 
itu, Weber memandang birokrasi rasional sebagai unsur pokok 
dalam proses rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih 
penting dari seluruh proses sosial. Proses rasionalisasi ini 
mencakup ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalam 
prinsip-prinsip memimpin organisasi sosial
26
.  
 Politik birokrasi yang berasal dari dua kata politik dan 
birokrasi menjadi model teoritik dalam birokrasi di Indonesia. 
Model politik birokrasi diperkenalkan pertama oleh Karl D. 
Jackson yang disebut dengan model bureaucratic polity. Sistem 
politik birokrasi adalah bentuk sistem politik di mana kekuasaan 
dan partisipasi politik dalam pembuatan keputusan terbatas 
sepenuhnya pada para penguasa negara, terutama para perwira 
militer dan pejabat tinggi birokrasi. Model politik birokrasi 
menurut Harold Crouch
27
 mempunyai tiga ciri utama. Pertama, 
lembaga politik didominasi oleh birokrasi; kedua, lembaga-
lembaga politik lainnya seperti parlemen, parpol, dan kelompok-
kelompok kepentingan (interest groups) berada dalam keadaan 
lemah sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol 
kekuasaan birokrasi; ketiga, massa di luar birokrasi secara politik, 
                                                 
25
 Ibid, hal. 39 
26
 Ibid, hal. 40 
27
 Lihat Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: 
Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: 
Penerbit Rineka Cipta, 2003, cet. 3, hal. 114 
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adalah pasif yang disebabkan oleh terlalu lemahnya partai politik, 
sesuatu yang secara timbal balik justru semakin menguatkan 
birokrasi.  
 Menurut Jackson suasana politik dalam politik birokratis 
bersifat menentukan diri dan otonom vis-à-vis lingkungan 
domestik. Di dalam politik birokratis ini politik terjelma sebagai 
persaingan lingkaran-lingkaran birokrat yang berkedudukan 
tinggi dan para perwira militer dalam menggabungkan sasaran-
sasaran organisasi yang bukan bertujuan pelayanan. Pilihan kaum 
elit, terutama Presiden, menurut Jackson sangat menentukan 
apakah perubahan sosial ekonomi yang berkesinambungan itu 
menuju kepada: 
(d) Pengembangan sistem politik demokratis yang kompetitif 
berdasar parpol massa dan partisipasi warga negara. 
(e) Gerak ke arah sebuah partai tunggal, ke arah suatu rezim 
mobilisasi dengan pendasaran ideologi; atau  
(f) Kelangsungan politik birokratis28. 
Negara-negara yang ada didunia dibedakan berdasarkan 
pada variasi komposisi dan hubungan diantara ketiga kekuasaan 
pemerintahan tersebut. Negara kontitusional modern adalah 
negara yang telah menghasilkan undang-undang dan konvensi 
yang telah diakui untuk melaksanakan fungsi-fungsi ketiga 
kekuasaan pemerintahan tersebut- tentang negara konstitusional 
modern akan dibahas lebih lanjut kemudian. James Bryce 
mendefinisikan konstitusi sebagai “suatu kerangka masyarakat 
politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. 
Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lemabaga 
permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang 
telah ditetapkan.” Konstitusi dapat pula dikatakan sebagai 
kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan 
pemerintahan, hak-hak pihak yang  diperintah (rakyat), dan 
hubungan diantara keduanya. Konstitusi bisa berupa sebuah 
catatan tertulis; konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk 
dokumen yang bisa diubah atau diamandemen menurut 
                                                 
28
 Ibid, hal. 115 
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kebutuhan dan perkembangan zaman; atau konstitusi dapat juga 
berwujud sekumpulan hukum terpisah dan memilki otoritas 
khususus sebagai hukum konstitusi. Atau, bisa pula dasar-dasar 
konstitusi tersebut ditetapkan dalam satu atau dua undang-undang 
dasar sedangkan selebihnya bergantung pada otoritas kekuatan 
adat-istiadat atau kebiasaan. 
Tentu saja, memang benar apa yang dikatakan oleh Ivor 
Jennings dalam bukunya, Cabinet Goovernment bahwa 
perbedaan antara undang-undang dan konvensin bukanlah hal 
yang penting dan mendasar, karena betapapun lengkapnya suatu 
konstitusi tertulis, perkembangan modifikasi adat-istiadat dan 
kovensi membutuhkan waktu bertahun-tahun, terlepas dari segala 
undang-undang positif yang diputuskan untuk 
mengamandemennya. Lebih lanjut lagi, tambah Jennings, suatu 
konstitusi selalu bergantung pada persetujuan, baik yang 
ditetapkan melalui referendum atau dengan persetujuan secara 
tertutup atau bahkan dengan cara pemaksaan. Jika masyarakat 
yang diperintah berpendapat konstitusi tersebut menyengsarakan, 
maka konstitusi tersebut akan ditolak.  
Jennings melanjutkan, jika seorang Louis Napoleon, 
Mussolini atau Hitler beranggapan dapat menyebabkan atau 
memaksakan suatu perubahan persetujuan rakyat atas konstitusi, 
maka orang-orang semacam itu tanpa ragu lagi akan mengganti 
konstitusi sebab konstitusi diberlakukan sebagai hukum. Namun 
apapun bentuknya, sebuah konstitusi sejati mencantumkan 
keterangan-keterangan jelas mengenai hal-hal berikut: pertama, 
cara pengaturan berbagai jenis institusi; kedua, jenis kekuasaan 
yang dipercayakan kepada institusi-institusi tersebut; dan ketiga, 
dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. 
Dibaratkan seperti kondisi tubuh manusia yang terdiri dari organ-
organ yang bekerja secara harmonis ketika tubuh itu berada 
dalam kondisi sehat dan sebaliknya ketika sedang sakit.  
Begitu pula halnya dengan suatu negara atau badan 
politik, dikatakan memiliki konstitusi ketika organ-organ dan 
fungsi-fungsinya telah diatur secara jelas dan tidak dipengaruhi 
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oleh tingkah laku suatu kelaliman, misalnya: singkatnya tujuan 
suatu konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang 
pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan 
menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. 
Dari uraian terakhir di atas dapat dikatakan bahwa 
konstitusi dapat pula difungsikan sebagai sarana kontrol politik, 
sosial dan/ atau ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana 
perekayasaan politik, sosial dan/ atau ekonomi menuju masa 
depan. Dengan demikian, fungsi-fungsi konstitusi dapat dirinci 
sebagai berikut: 
1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ 
negara. 
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan 
negara. 
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan 
negara dengan warga negara 
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap 
kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan 
kekuasaan negara 
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari 
sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem 
demokrasi adalah rakyat kepada organ negara 
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity)  
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan 
keagungan kebangsaan (identity of nation) 
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of 
ceremony) 
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat 
(social control) 
10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan 
masyarakat (social engineering atau social reform), 
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I. Metode Penelitian 
 Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka 
penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan 
kualitatif. 
1. Jenis Penelitian  
 Penelitian metode kualitatif merupakan metode-metode 
untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang – oleh 
sejumlah individu atau sekelompok orang – dianggap berasal dari 
masalah sosial atau kemanusiaan
29
. Proses penelitian kualitatif ini 
melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-
pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang 
spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif 
mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan 
menafsirkan makna data.  
2. Strategi-strategi Penelitian  
 Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis 
rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran 
yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian. 
Untuk penelitian kualitatif, strategi-strateginya adalah etnografi, 
Grounded theory, Studi kasus, fenomenologi, dan naratif
30
. 
 Dalam penelitian ini, menggunakan strategi penelitian 
grounded theory. Grounded theory merupakan strategi penelitian 
yang di dalamnya peneliti “memproduksi” teori umum dan 
abstrak dari suatu proses, aksi, atau interaksi tertentu yang berasal 
dari pandangan-pandangan partisipan. Rancangan penelitian ini 
memiliki dua karakteristik utama, yaitu: pertama, perbandingan 
yang konstan antara data dan kategori-kategori yang muncul dan 
kedua, pengambilan contoh secara teoretis (teoritical sampling) 
atas kelompok-kelompok yang berbeda untuk memaksimalkan 
kesamaan dan perbedaan informasi. 
 Berbeda dengan grounded theory, etnografi merupakan 
salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti 
                                                 
29
 Lihat John W. Creswell, Research Design: Penekatan Kualitatif, 
Kuantitatif, dan Metode Campuran, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 4 
30
 Lihat John W. Creswell, Op. cit., hlm. 20 
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menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang 
alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam 
pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara.  
Oleh karena itu, strategi penelitian grounded theory dan 
etnografi, kedua-duanya akan digunakan dalam penelitian ini 
untuk membantu dan memudahkan penelitian dengan hasil yang 
lebih komprehensif. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggabungkan dua teknik pengumpulan 
data yaitu data primer dan data sekunder
31
.  
Data primer yang dipergunakan adalah berupa informasi 
yang berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, 
intelektual/cendikiawan/akademisi, pimpinan Ormas/LSM, dan 
atau masyarakat yang berkompeten di bidang korupsi politik dan 
pemilu dengan melalui wawancara langsung, mendalam, intensif, 
dan kesaksian peneliti yang berhasil dicatat saat berada di 
lapangan.  
Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai 
tempat dan meliputi antara lain karya-karya terpublikasi seperti 
buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel atau makalah, baik 
yang dipublikasikan lewat forum seminar maupun majalah, 
jurnal, laporan media massa, hasil penelitian, dan dokumen 
historis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data 
sekunder dibutuhkan untuk membangun konstruksi awal 
penelitian dan, selanjutnya, dibutuhkan untuk membantu 
interpretasi agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan 
mendalam. Selain itu, data kualitatif adalah materi audio dan 
visual. Data ini berupa foto, objek-objek seni, videotape, atau 
segala jenis suara/bunyi. Oleh karena itu, penelitian ini dikenal 
dengan purposive sampling.  
4. Analisis Dan Interpretasi Data 
 Dalam proposal ini, bagian analisis data bisa terdiri dari 
sejumlah komponen. Tetapi, proses analisis data secara 
                                                 
31
 Lihat Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi 
Penelitian Filsafat, cet, I, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 63.  
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keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks 
atau gambar. Untuk itu, peneliti mempersiapkan data untuk 
dianalisis, melakukan analisisi-analisis yang berbeda, 
memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data, 
dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data 
tersebut.  
 Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang 
membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat 
sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan 
proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara 
serentak dan bersama-sama. Analisis data melibatkan 
pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada 
pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para 
partisipan. 
Kekuasaan Legislatif di Indonesia 
 Parlemen atau lembaga legislatif adalah pilar utama 
Sistem Integritas Nasional yang berlandaskan tanggung jawab 
demokrasi. Tugasnya adalah untuk mewujudkan kedaulatan 
rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih, untuk kepentingan 
publik, dan memastikan bahwa eksekutif mempertangugjawabkan 
tindakannya. Sebagai badan pengawas, parlemen adalah pusat 
perjuangan untuk mewujudkan dan memelihara tata kelola 
pemerintahan yang baik dan untuk memberantas korupsi.  
 Anggota Parlemen yang terpilih adalah inti dari 
demokrasi. Pembangunan demokrasi sendiri merupakan 
kesempatan untuk mengontrol korupsi sistemik, karena 
masyarakat luas dapat mengontrol kegiatan dan tanggung jawab 
para pejabat publik. Negara demokrasi, lebih dari sistem politik 
lainnya, dapat lebih efektif mencegah korupsi, melalui cheks and 
balances dan mekanisme tanggung jawab lainnya. Demokrasi 
mengurangi kerahasiaan, meonopoli maupun kebijaksanaan 
pribadi. Tetapi demokrasi tidak pdapat menjamin bahwa 
pemerintahan akan jujur dan bersih. Demokrasi juga tidak dapat 
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mengurangi semua korupsi; demokrasi hanya dapat mengurangi 
luas, sebaran, serta tingkat keparahan korupsi. 
 Sistem lembaga perwakilan di Indonesia ke depan harus 
disempurnakan menuju sistem dua kamar sempurna. Dimana 
DPR dan DPD harus makin merepresentasikan seluruh kekuatan 
rakyat sehingga tugas-tugas legislasi, anggaan dan pengawasan 
makin efektif. 
Wewenang dan fungsi badan legislatif seharusnya 
meliputi kekuasaan untuk menyusun aturan hukum dan untuk 
melakukan penilaian terhadap militer, eksekutif, dan pelayanan 
publik. Legislatif seharusnya berwenang mengawasi anggaran 
militer, penunjukan perwira senior, mobilisasi militer, dan fungsi 
intelijen militer. Seharusnya legislatif tidak mempunyai 
kewenangan eksekutif terhadap persoalan militer. Namun, 
sebaiknya ia mengetahui dengan baik pengeluaran militer dan 
terpuaskan dengan kenyataan bahwa uang yang diberikan kepada 
militer digunakan sesuai dengan kesepakatan. Badan legislatif 
juga diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai atas 
persoalan personel dan fungsi intelijen militer di dalam 
pengawasan hukum. 
Perlu dibahas secara luas oleh masyarakat bahwa militer 
bekerja sesuai dengan anggarannya dan pengawasan legislatif. 
Mengenai pengerahan militer, peran legislatif adalah menjamin 
bahwa pengerahan militer ini dilakukan dalam suatu misi atau 
mandat angkatan bersenjata yang diatur dalam UUD. Jikalau 
militer digunakan secara internal, seperti halnya melindungi 
warga negara di negeri sendiri daripada pertahanan terhadap 
integrasi di perbatasan negara atau melawan musuh-musuh luar, 
maka ia perlu diamatai secara cermat. Keterlibatan militer di 
negara lain juga harus terjadi berdasarkan persetujuan parlemen. 
Kini secara efektif Indonesia memiliki sistem parlemen 
unikameral bagi sidangsidang anggotanya. Fungsi ini dijalankan 
oleh di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang sebagian besar 
anggotanya dipilih, walaupun ada beberapa yang ditunjuk. 
Majelis yang penuh, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat 
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(MPR), pada saat ini berperan sebagai badan pemilih untuk 
menunjuk presiden, membuat haluan kebijakan negara, dan 
meratifikasi amandemen konstitusional. Anggota-anggota Forum 
mengakui tidak rasional untuk memiliki kamar (majelis) kedua 
apabila tidak ada peran tertentu. Kamar kedua itu mahal, dan 
nilainya tak menjamin biaya yang dikeluarkan jika majelis itu 
ditunjuk semata untuk menjalankan peran pengawasan yang 
lemah atau terdiri atas wakil-wakil tanpa perspektif yang bisa 
dipertanggungjawabkan. Bila dibentuk melalui prinsipprinsip 
pemilihan atau mekanisme yang sama dengan yang digunakan 
untuk pembentukan majelis pertama, ini hanya akan 
menjadikannya cermin majelis pertama saja. Kecuali majelis 
kedua bisa benar-benar membawa perspektif dan perhatian baru 
atau bisa memainkan peran mempersatukan negara, maka kecil 
saja keperluan untuk membentuknya.  
Dalam perdebatan yang menghasilkan bab ini, disepakati 
bahwa peran kamar kedua di Indonesia adalah untuk menjamin 
perwakilan yang lebih kuat bagi daerah dalam lembaga legislatif 
nasional. Dengan demikian kamar kedua akan secara eksplisit 
memberikan perspektif kedaerahan sebagai pertimbangan bagi 
aturan nasional. Di suatu negara yang seberagam Indonesia, di 
mana kondisi penerapan undang-undang mungkin berbeda dari 
satu daerah ke daerah lain, kehadiran kamar seperti ini akan 
berharga bagi produk legislatif. Diakui bahwa reformasi tersebut 
akan memperkuat perwakilan daerah dan integrasi daerah-daerah 
ke dalam perdebatan nasional. Selama wakil-wakil daerah adalah 
delegasi dari struktur pemerintahan daerah dan bebas atau 
mengambang, maka kamar kedua akan menjadi cara yang 
berguna untuk menarik daerah dari perhatian sempit dan 
mengharuskan mereka untuk ikut serta di dalam dan berbagi 
tanggung jawab dalam mengelola bangsa.  
Jika kamar kedua bagi daerah diterima, maka rakyat 
Indonesia harus memperdebatkan dan menguraikan pokok-pokok 
penyusunannya, metode pemberian mandat perwakilan akan 
diberi kerangka dalam daerah, dan memperkirakan kekuasaan 
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dari kamar semacam itu. Yang terpenting dari pranata seperti ini 
adalah bahwa suatu negeri dengan kecenderungan sentrifugal 
seperti yang tampak di Indonesia perlu mempromosikan suatu 
reintegrasi daerah-daerah yang memberi keseimbangan bangsa 
secara keseluruhan. Reintegrasi ini harus dijalankan tanpa 
mengorbankan atau mengkompromikan prinsip devolusi 
kekuasaan. Perwakilan dengan perspektif kedaerahan akan 
memperhatikan penerapan dan kepatutan aturan dan pokok-pokok 
penerapan hukum dalam situasi yang berbeda yang ada di 
berbagai daerah di Indonesia. Bukankah aturan ini akan 
diterapkan di seluruh daerah, dan bukan di MPR? Namun disadari 
bahwa hal ini akan menambah lagi jumlah pengeluaran negara. 
Anggota-anggota Forum mendukung prinsip-prinsip 
bahwa demokrasi Indonesia hanya dapat dikonsolidasikan 
melalui badan legislatif yang seluruh anggotanya dipilih 
langsung. Hal ini memerlukan penghapusan wakil-wakil 
golongan fungsional maupun anggota militer (TNI) yang 
ditunjuk. Menghapus anggota militer yang diangkat mungkin 
menyebabkan anggota-anggota militer menginginkan pemberian 
hak-hak politik sipil yang layak sebagai kompensasi. Sementara 
sudah jelas bahwa militer tidak seharusnya mengintervensi partai 
politik sebagai sebuah institusi, mungkin saja anggota militer 
harus diberi hak untuk memilih sebagai warga negara, agar 
netralitas institusi militer itu sendiri dapat dilindungi dengan 
layak. Pertanyaan ini menuntut persetujuan yang lebih baik dalam 
diskusi mengenai hubungan sipil-militer. Dalam reformasi 
konstitusional hanyalah perlu disepakati mengenai jumlah 
representasi militer di badan legislatif, seperti haknya sejalan 
dengan persyaratan transformasi demokratik di Indonesia dan 
perkembangan dunia kontemporer. Ada diskusi di seputar isu 
memasukkan klausul “matahari terbenam” ke dalam konstitusi, 
sehingga perwakilan militer di MPR akan dikurangi dengan 
secara bertahap dari waktu ke waktu.  
Namun, pandangan yang disukai adalah bahwapenting 
untuk membuat jarak tegas dengan masa lalu. Pada bulan 
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Agustus, setelah para anggota kelompok kerja menyelesaikan 
sidang-sidangnya, MPR memutuskan untuk memperbolehkan 
militer mempertahankan anggota yang diangkat dalam MPR 
hingga 2009, meskipun semula diharapkan ini berakhir pada 
2004. Namun, anggota militer yang diangkat tidak lagi 
mempunyai hak pilih. Harus dipikirkan benar sistem sistem 
pemilihan yang akan diadopsi di Indonesia untuk menjamin 
bahwa hal itu cukup mewakili keberagaman kelompok etnis dan 
menyeimbangkan keharusan perwakilan politik yang inklusif 
dengan pemerintahan yang efektif.  
Lembaga eksekutif harus dapat diperiksa oleh legislatif 
dalam hal penunjukan pejabat publik senior, pengeluaran publik, 
serta kebijakan publik. Namun, UUD harus membedakan antara 
“memeriksa” dan “dijawab”. Harus dinyatakan bahwa tugas 
legislatif adalah mengkonfirmasikan kebijakan dan pengeluaran 
publik dibuat di dalam kerangka kerja yang disetujui oleh 
legislatif. Kewajiban itu bukanlah untuk menjalankan atau 
mengelola pelayanan publik. 
Seharusnya dipastikan bahwa hanya legislatif yang dapat 
mengamandemen undang-undang yang dikeluarkan oleh 
legislatif. Akan bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi 
apabila lembaga eksekutif, yang dibentuk untuk menerapkan dan 
menjalankan aturan hukum yang dikeluarkan oleh parlemen, 
dapat mengamandemen aturan tersebut. Berdasarkan alasan inilah 
wewenang eksekutif untuk membuat aturan yang lebih rendah 
harus dibatasi mengenai hukum yang bersifat prinsip, yang harus 
menunjukkan kepada lembaga eksekutif kriteria dan tujuan 
pengundangan aturan yang lebih rendah. Dengan alasan apa pun 
tak bisa konstitusi membolehkan eksekutif untuk 
mengamandemen aturan yang telah disahkan oleh perwakilan 
rakyat yang terpilih. 
 
C. Kekusaan Eksekutif 
 Eksekutif memainkan peranan penting dalam membangu, 
merawat dan menghormati Sistem Integritas Nasional. Eksekutif 
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diharapkan menjadi pemimpin yang berprinsip dan berpijak pada 
etika dan melakukan pengawsan atas birokrasi yang bertanggung 
jawab melaksanakan kebijaksanaan dan program. Di samping 
memikul tanggung jawab yang sangat besar.  
Anggota-anggota Forum ini merasa bahwa kekuasaan, 
tugas-tugas, dan fungsifungsi lembaga eksekutif harus 
didefinisikan secara jelas. Ini termasuk kekuasaan lembaga 
eksekutif untuk menyusun peraturan hukum dan konsep peraturan 
perundang-undangan. Juga harus dipertimbangkan hubungan 
antara lembaga eksekutif dan Dewan Pertimbangan Agung 
(DPA).  
Sementara lembaga legislatif menyetujui undang-undang, 
lembaga eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan 
peraturan-peraturan itu dengan cara membuat aturan hukum 
pelaksanaannya. Sangat penting untuk menjamin agar lembaga 
legislatif dan lembaga eksekutif tidak adu kekuatan dalam 
menjalankan kekuasaan ini. Disarankan hanya lembaga legislatif 
saja yang diberi kewenangan untuk mengamandemen undang-
undang yang disahkannya, dan bahwa lembaga eksekutif dapat 
mengeluarkan aturan hukum di bawah undang-undang sesuai 
dengan panduan dan tujuan yang dimuat dalam undang-undang 
yang telah disetujui oleh lembaga legislatif. 
Nepotisme dan patronase mungkin telah terjadi di semua 
jajaran eksekutif di setiap tingkat pemerintahan hingga ke kantor-
kantor, badan, dan lembaga publik. Adalah penting, jika 
diharapkan masyarakat mempercayai kejujuran dan integritas 
pemerintah, bahwa penunjukan pejabat eksekutif semacam itu 
haruslah melalui suatu proses penunjukan yang kompetitif dan 
transparan. Pendaftar yang tidak berhasil harus dimungkinkan 
untuk memperoleh penjelasan mengenai penunjukan atau 
penghargaan. Pertimbangan yang sama diterapkan pada proses 
tender untuk menyuplai barang dan jasa kepada pemerintah. 
Manakala proses tender untuk barang dan jasa dilakukan secara 
rahasia atau manakala keputusan menyangkut persetujuan tender 
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seperti itu murni tersembunyi, maka kecurigaan akan tak 
terelakkan sekalipun jika hal itu tidak berdasar. 
Masyarakat mungkin akan percaya bahwa tender untuk 
penyediaan barang dan jasa semacam itu diberikan untuk alasan 
yang tidak selayaknya atau oleh semangat khusus dan akses 
diam-diam pada pejabat negara. Atas alasan ini, penting bahwa 
UUD mengharuskan adanya peraturan untuk disahkan yang 
mengatur standar proses tender penyediaan barang dan jasa dan 
mengatur prosedur yang adil dan transparan. Peranan pengontrol 
umum menjadi penting untuk memastikan bahwa badanbadan 
publik mengikuti aturan hukum, anggaran, dan setiap aturan 
resmi  yangmenetapkan standar bagi cara-cara penggunaan dana 
dan pemeriksaannya. Pemeriksa umum harus memiliki akses tak 
terbatas pada informasi keuangan di dalam setiap departemen 
negara sehingga ia dapat mengkonfirmasi bahwa yang telah 
disalurkan ke departemen tersebut dibelanjakan secara tepat. 
 
D. Hubugan Eksekutif-Legislatif  
Sistem politik Indonesia bercirikan lembaga eksekutif 
yang kuat yang disokong oleh lembaga legislatif yang lemah 
(yang di dalamnya termasuk anggota-anggota yang tidak dipilih 
dari kalangan militer dan kelompok-kelompok fungsional). Hal 
ini membuat kontrol institusi terhadap lembaga eksekutif 
berkurang. Hubungan antara eksekutif dan legislatif juga tak 
imbang karena budaya politik yang mendominasi hubungan 
antara struktur-struktur konstitusional. Ini bisa disebut sebagai 
budaya hierarki atau komando yang menghambat kontrol 
demokratis terhadap pemerintah dan yang bisa dihubungkan 
dengan, sebagian, absennya definisi peran legislatif dan eksekutif 
dan batas di antara mereka dalam UUD 1945. Untuk mengoreksi 
situasi ini, peran dan hubungan antara lembaga eksekutif dan 
legislatif perlu dipelajari secara kritis.  
Perdebatan mutakhir berpusat di sekitar bentuk komposisi 
lembaga legislatif yang paling memadai. Lembaga legislatif 
mendapatkan baik kekuasaan untuk membuat aturan hukum 
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maupun memperdebatkan kinerja lembaga eksekutif dan institusi-
institusi pemerintah lain. Namun tantangannya adalah 
menemukan keseimbangan diantara legislatif yang berdaya dan 
lembaga eksekutif yang efektif sebab bukanlah peran legislatif 
untuk memerintah. Legislatif juga berperan penting untuk 
mengajak atau mendorong perdebatan ekstra-parlementer yang 
lebih luas. Untuk melakukannya, harus ada akses terhadap 
informasi dan suatu sistem komisi yang aktif. 
 
E. Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum 
Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam 
institusi-instusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang 
memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang 
dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut 
berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui 
keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai 
negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan 
pengusaha, tokoh ilmuan, kelompok organisasi kemasyarakatan, 
organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat 
dan lain-lain. Bahkan UU. R.I. No. 10 tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan, dalam Bab. X 
menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur 
dalam Pasal 53 : “Masyarakat berhak memberikan masukan 
secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau 
pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan 
Peraturan Daerah.” Kenyataan di atas menunjukan bahwa 
pengarh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, 
mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak 
tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi disegala 
bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru 
di bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, maka era 
reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang 
ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang memberi 
apresiasi yang begitu besar dan luas. Dalam kasus ini, 
mengingatkan kita kepada apa yang diutarakan oleh pakar filsafat 
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publik Walter Lippmann, bahwa opini massa telah 
memperlihatkan diri sebagai seorang master pembuat keputusan 
yang berbahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup 
mati.  
Kenyataan yang perlu disadari, bahwa intensnya pengaruh 
tuntutan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya 
keputusan-keputusan hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa 
keadilan dan ketertiban masyarakat tidak terpenuhi atau 
terganggu Karena rasa ketidakadilan dan terganggunya ketertiban 
umum akan memicu efek opini yang bergulir seperti bola salju 
yang semakin besar dan membahayakan jika tidak mendapat 
salurannya melalui suatu kebijakan produk hukum atau keputusan 
yang memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. 
Satu catatan penting yang perlu dikemukakan disini untuk 
menjadi perhatian para lawmaker adalah apa yang menjadi 
keprihatinan Walter Lippmann, yaitu :”Kalu opini umum sampai 
mendomonasi pemerintah, maka disanalah terdapat suatu 
penyelewengan yang mematikan, penyelewengan ini 
menimbulkan kelemahan, yang hampir menyerupai kelumpuhan, 
dan bukan kemampuan untuk memerintah. Karena itu perlu 
menjadi catatan bagi para pembentuk hukum adalah penting 
memperhatikan suara dari kelompok masyarakat yang mayoritas 
yang tidak punya akses untuk mempengaruhi opini publik, tidak 
punya akses untuk mempengaruhi kebijakan politik. Disnilah 
peranan para wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme 
demokrasi yang ada dalam struktur maupun infrastruktur politik 
untuk menjaga kepentingan mayoritas rakyat, dan memahami 
betul norma-norma, kaidah-kaidah, kepentingan dan kebutuhan 
rakyat agar nilai-nilai itu menjadi hukum positif. 
A.T. Rafique Rahman (1986) mengemukakan empat 
strategi untuk memerangi korupsi yaitu : 1) hesistant-
environmental, 2) determined-environmental, 3) hesistant-
institutional, 4) determined-institutional. Masing-masing strategi 
ini menggambarkan sifat komitmen pemerintah yakni 
tindakannya lunak atau tegas (hesistant atau determined) dan 
   55 
 
al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik 
preferensi pada salah satu jenis ukuran (strategi atau cara)  anti 
korupsi yakni lingkungan atau kelembagaaan (environmental 
atau institutional). Kriteria lingkungan (environmental) 
menekankan pada aspek moral dan sosial dalam memerangi 
korupsi, misalnya melalui gerakan-gerakan anti korupsi, proyek 
penyadaran masyarakat, program penanaman nilai-nilai anti 
korupsi pada anak-anak, dan sebagainya. Kriteria institusional 
lebih bergantung pada prosedur administratif dan hukum atau 
adanya ancaman hukuman yang tegas pada para koruptor.  
 Hesitant-environmental strategy adalah strategi 
memerangi korupsi melalui gerakan moral yang bersifat di luar 
kerangka legal-konstitusional. Strategi semacam ini ditandai oleh 
komitmen emosional yang tinggi pada upaya-upaya menekan 
atau menghapus tindak korupsi. Bentuk-bentuk tindakannya 
biasanya berupa program gerakan atau kampanye massa yang 
diarahkan untuk meningkatkan rasa anti atau benci korupsi, 
sehingga orang menghindari dan mengutuk perilaku korup. 
Biasanya strategi ini tidak terencana dan berbagai komponennya 
tidak terintegrasi dengan baik. Selain itu, ukuran-ukuran anti 
korupsi bersifat ad hoc dan tergantung situasi atau momen. 
Gerakan moral anti korupsi biasa digalakkan oleh pemimpin 
politik pada saat kampanye pemilu. Karena itu penggerak utama  
strategi ini adalah tokoh-tokoh karismatik atau pemimpin gerakan 
massa atau tokoh-tokoh agama. 
 Determined-environmental strategy adalah strategi 
gerakan moral yang direncana, diintegrasikan dan 
diimplementasikan dengan baik. Sifat dan fokus strateginya sama 
dengan strategi lingkungan pada umumnya yakni menekankan  
pada aspek moral dan nilai dan fokusnya pada meningkatkan 
kesadaran moral individu, kelompok, dan masyarakat umum 
tentang dampak buruk perilaku korup. Hanya dalam strategi ini 
ukuran-ukuran anti korupsinya jelas dan dikembangkan secara 
sistemik dari berbagai  kelompok sosial. Upaya yang sistematis 
dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai korupsi di berbagai 
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lembaga (sekolah, keluarga, dan berbagai komunitas) dan struktur 
yang kebanyakan non birokrasi. 
 Kelemahan strategi pendekatan lingkungan, baik yang 
lunak maupun yang tegas adalah hanya menekankan pada aspek 
moral atau ukuran-ukuran sosial, ekstra legal (di luar hukum dan 
non birokratis. Strategi ini kurang atau tidak berupaya untuk 
mengembangkan  danmemperkuat badan-badan anti korupsi, 
penelitian tentang sebab-sebab rendahnya kinerja birokrat, 
merumuskan ukuran-ukuran kontrol formal dan informal terhadap 
pejabat puncak birokrasi melalui pembentukan prosedur dan 
regulasi tertentu. 
 Hesitant-institutional strategy adalah strategi yang 
menekankan pada ukuran-ukran kelembagaan. Ukuran-ukuran 
yang biasa dipakai adalah (a)menciptakan hukum atau undang-
undang anti korupsi; (b) mendirikan biro keluhan masyarakat 
untuk memfasilitasi kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam 
memerangi korupsi; (c) mempelopori kampanye anti korupsi dan 
program pendidikan publik melalui media massa. Kelemahan 
yang melekat pada strategi ini antara lain : kurang mengupayakan 
perubahan kebijakan, prosedur dan lembaga dasar administrasi 
(misalnya menciptakan dan membiayai badan anti korupsi yang 
independen), menghapus norma-norma administrasi yang 
longgar, pengenalan sistem pelatihan dan rekruitmen yang dapat 
mencegah korupsi pada tingkat paling awal; inkonsistensi dalam 
ukuran-ukuran lembaga, prosedur dan kebijakan anti korupsi, dan 
adanya unsur-unsur simbolisme dalam ukuran-ukuran anti 
korupsi tanpa ada pengurangan yang signifikan pada luas dan 
tingkat korupsi. 
 Determined-institutional strategy adalah strategi yang 
ditandai oleh ukuran-ukuran yang sistematis dan terkoordinir 
untuk mendeteksi dan menghukum perilaku korup maupun 
mengeliminasi atau mengurangi berbagai sumber atau penyebab 
korupsi. Dengan strategi ini, klas penguasa dikendalikan oleh 
lingkungan sosial yang merancang ukuran-ukuran prosedural, 
organisasi, hukum, dan kelembagaan untuk benar-benar 
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menghapus korupsi. Strategi anti korupsi benar-benar dijalankan 
secara konsisten dan permanen dengan menerapkan sangsi  yang 
sangat tegas. Strategi ini meliputi : (a) menetapkan badan anti 
korupsi yang independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif, 
legislatif dan yudikatif, (b) sistem insentif dan hukuman untuk 
memaksakan implementasi ukuran anti korupsi; (c) sistem 
pemerintahan yang terbuka: (d) upaya yang sistematis untuk 
mereformasi sistem, prosedur, dan praktek untuk mengurangi 
secara drastis praktek korupsi; (e) mass media yang bebas 
sehingga bisa menjadi media kontrol publik.  
Dalam kasus Indonesia, korupsi sudah pada tingkatan 
sistemik. Korupsi tidak hanya pada tingkatan petty corruption, 
tapi sudah pada level grand dan state capture. Korupsi dilakukan 
bareng-bareng mulai semua pejabat di puncak struktur sampai 
pegawai terendah di semua jajaran lembaga negara ( eksekutif, 
legislatif dan yudikatif). Karena itu , pemberantasan korupsi di 
Indonesia harus dilakukan secara struktural dan individual, secara 
kelembagaan dan lingkungan. Dan karena korupsi sudah seperti 
kanker yang menyebar dan menjerat seluruh organ masyarakat, 
maka pemberantasan korupsi harus dimulai dengan reformasi 
sosial dan mental seluruh komponen masyarakat. Untuk itu 
dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang punya tekad kuat dan 
sungguh-sungguh. Jadi pemberantasan korupsi tidak hanya 
berhenti sebagai “lip service” ataupun sebagai “komoditas 
politik” menjelang pemilu saja, tapi sungguh-sungguh menjadi 
kekuatan politik yang hendak diwujudnyatakan. Untuk tingkatan 
korupsi di Indonesia, strategi penanggulangan yang efektif adalah 
determined-institutional strategy atau penegakan hukum yang 
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